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BUPATI GOWA 
PROVINS I SULA \VF.SI SELA TAN 

l'ERATURAN HUPATI GO\VA 

N0�10R 501·AIIUN 2017 

1'1<:NTANG 

l'EN.IAHARAN ANGGARAN l'ENl)APATAN DAN UELANJA DAt:RAII KAIJUPATEN (;Q\YA 
TAIIUN Al''GGARAN 2018 

Ot:NGAN RAH�1A'I' 'l'UIIAN YANG �1AIIA ESA 

UUPATI CO\VA, 

bahwa umuk rnclaksanaknn kctcntuan duhun Pasnl 6 l'craturnn Deereh Knbupatcn Oowa Nemer JO Tahun 20J 71cntungAnggaran 
PctlWlxat:1n dan Belanja Daernh Kabupa1co Gowa Tohun Anggaran 2018, muka pcrlu mcnetapkan Pcraturan Bupati 0�11 IL'fltang 
l'cnjabaran Anggnmn Pcndnpalnn clan lklanja Dacrnh K..abupalcn Gowa Tnhun Anggaran 2018 sebegai landasen Opcrasional 
pelaksanaan Al'BI) Tahun Anggaran 2018; 

I. Pasal 18 ayal (6) Undang-Undilng D:mr Negara Republik Indonesia ·rahun 19-45; 

2. Undang - Undang Nomor 29 Tuhun 1959 tcntang Pembemukan l)ncruh-Dacrnh Tingka1 II di Sutawesi (Lembcran NcgarJ 
Rcpublik Indonesia Tebun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822): 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Pcnyclenggaraan Negara yang Bersih don Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan 
Ncpotismc (Lembaran Negere Rcpublik Indonesia Tithun 1999 Nomor 75. Tumbahan Lcmhamn Negara R.cpublik Indonesia 
Nomor 3851 ); 



4. Undang-Undang Nemer I 7 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 5, 'fambahan Lembaran Negara Republik. lodonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Lent.ang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Kcuangan Negara (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaJ (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 lcntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Dacrah 
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 

9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik. Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Uodang-Undang Nomor 12 Tahon 2011 tcntang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Ncmor 5234); 

I I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbegaimana tclah diubah bcberapa kali terakhir dcngan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tuhun 2015 Ncmor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tcntang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemcrintahan Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

I 3. Peraturan Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwak.ilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 
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14. Peraluran Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 temang Pengelo[aan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negant Rcpublil.: Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Jnformasi Kcuangan Daerah (Lcntbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor I 38, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576}; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomcr 139, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor4577); 

19. Peralurnn Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 1entang Pengclolaan Keuangan Dacrah (Le,nbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarun Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyusunan dan Penempan Standar Pclayanan Minimal (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Pcraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Ketcrangan Pertanggungjawaban Kepa]a Daerah kepada Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, clan lnformasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintaho.n Oacrah kcpada Masyarakat (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Peogclolaan Rarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
lndoncsia 'fahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5533); 

24. Pcra.turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 



25. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwak.ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Daerah Kabupatcn Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembcntukan Perseroan 
Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 28 scri C ), sebagaimena 
telah diubah dengan Pcraturan Dacrah Nomor 04 Tnhun 2000 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Gowa 
Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Pcrseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism 
Development Corporation (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2000 Nomor 4 Seri C); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaaa dan Pertanggung Jawaban Kcuangan Dacrah 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor I Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupatcn Gowa Nomor 1 Tahun 2003 
tentang Pengelola.an dan Pertanggung Jawaban Keuangan l)aerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Gowa Tahun 2003 Nomor 21 
Seri E); 

28. Pernturan Dacrah Kabupaten Gowa Nornor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pcmerintah Kabupaten Gowa 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggataan Pemerintahan 
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E); 

30. Peraturan Daerah K.abupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pa.njang Daerah 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4); 

31. Pcraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Gowa Tahun 2005 Nomor 6), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Alas Peraturan Oacrah 
Kabupaten Oowa Nomor 6 Tahun 2005 tentnng Kcdudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah K.abupatcn Gowa (Lembaran Dacrah Kabupatea Gowa Tahun 2007 Nomor 2); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamntan dalam \Vilayah Kabupaten Gowa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tabun 2005 Nomor 7); 
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33. Peraturaa Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam \Vilayah Kabupaten Gowa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang PembenLukan Dcsa dalam Wilayah Kabupaten Gowa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuntuten Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gowa Tahun 2006 Nomor 4); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pcrusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 
Tahun 2007 Nomor 4); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan 
Pembangunan lnfrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di 
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupten Gowa Tahun 2016 Nomor 13); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguuan Jangka Menengah Dacrab 
Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor I l Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Oacrah Kabupeten Gowa Tahun 2016 Nemer 11); 

41. Peraturan Dae rah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administ.rasi Pimpinan dan Anggola Dewan 
Perwak.ilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 6); 

42. Peraturan Dacrah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2017 lcntang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Kabupaten Gowa 
Tahun Anggaran 20 I 8 (Lembaran Daernh Kabupaten Gowa Tahun 2017 Norn or 1 O); 

43. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana tclah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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44. Pemmmn Mcn1cri Datam Ncgcri Nomor 32 Tnhun 2011 tcntang Pcdoman rcmbcrian llibah dan Dantuan Sosial ynng Bcrsumber 
dari Anggnran l'cndapatan dun Uclanj11 Dacruh scbagaimana tclah diubah tcrakhir dengan Pernturan �1cntcri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tebun 2016; 

45. reraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 33 Tnhun 2017 tentang Pedoman Penyusun:m Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Oaerah 
Tahun Anggarnn 2018. 

P.1E�1U1"USKAN : 

Menctapkan PERATURAN UUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA [)AERAH 
KABUPATEN GOWA ·rAJ-IUN ANGGARAN 2017 

Pa,al I 

Anggaran Pcndapatan clan Bclanju Dacrah Tahun Anggaran 2017 teniiri atns : 
a.Pendapatan [)aerah 

I. Pcndapatan Asli Daerah 
2. Dana Pcrimbangan 
3. Loin-Lain Pendapatan yang Sah 

Jumluh Pcndup:uan Rp. J.769.955.331.817.00 

Rp. 189.361.823.961,00 
Rp. 1.244.431 .656.000,00 
Rp. 336 )6185185600 

b.Bclanja Dacrah 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Bclanja Pegawai 
b) Oelanjn llibah 
c) Bclnnjn Bnntunn Sosial 
d) Bclunjn Bagi Hasil 
c) Bclanja Banluan Keunngan 
t) Bclanja 'l'idak Terduga 

Rp. 734.105.105.852.93 
Rp. 9.866.359.189.00 
Rp. 382.550.000,00 
Rp. 1.675.443.700,00 
Rp. 212.160.720.612.00 
Rp. 500.000.000,00 

Rp. 958.690.179.353.93 
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2. lldm_;. l..,.liWI& 
I) He: .... P<,gaw11i 
2) lkl.,ja Uarar1g d.u, J..sa 
3)&illqj,IMOOIII 

Rp. 38.140.420.638.97 
Rp. l90.597J91.JJS.12 
Rp. 4]3.527.340.-411.21 

11,p 16126,l' , .,, Uil 07 

t.l'ffllbi.lyun Dacruh 
I.Pmoimaan ,....,_ 

Jumlahl� 
ncr�;, 

Rp. 10,.40 •. 996.206.00 
RP 17@99629!t00 

Rn I 120 2s, lU 117 00 
Rp j�).1111 -- 00\ 

Jlllt\lah l'mibiai)'•.-. Nc1o 
Srsa Lebih Pcmhia).....,, Angganu, tahun Bc:rkc:oaan: 

..... 12 

BP �I.IOllfOOOOOI 
Rp 0,00 

Rinat- l'aiti.twan Al'HO � dimalJud dalKP l'a.l I lell:lllllUlll dal:lm tampir.i t )'IIIIJ mmip,bn MJiln tidat io,,!Ylhbn IWi l�uru 
lluplli ini. 

Pasal.J 

� APBD sdlapima111 dim.bud dalarn Pasal I dirinti lc:bih lanjut dill ... Lampinn II y111111, monapakm bt&ian ticbk laplMUII d:Jri Pa-allnn 
8<,pMi ini. 

l't:labMu., 'nu...., AP80 yanc dltellip.an dalam l'nat- i111 dillWlp.UI lcblb llnjlll dal:lm dokumc:n � ang&ar1111 W:Uan k(rjl 
f)ffllni.Ut dloerah SC5U.li dmpn UlttlD.1an pcnturan pm,nd;,nJl·lllldanpn. 
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Peratunm Bupati ini mulai bcrlaku puda tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang meaget.ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatennya dalam Serita Daer.th Knbupatcn Gowa. 

Di1etapkan di SWlgguminasa 
pnda uanggal 29 Dcsembcr 2017 

BUPATI GOWA, 

ADNAN PURICIITA ICIISAN YL 

Diuodan.glum di Sunggumirma 
pada tanggal 29 Desember 2017 
SE lo�TARIS DAERAJI KABUPATl:N GOWA, 

CllLIS 

DERITA OAERAH KABUPA� GOWA TAl1UN2017NOMOR SO 
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